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PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
“PT. ATLAS RESOURCES Tbk.”

S Nomor 90.

KANTOR NOTARIS o . )
ARYANTI| ARTISARI, S.H., M.Kn Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan

Menara Sudirman Lt. 18

T 9T gl g 8 Juni dua ribu lima belas (29-6-2015), pukal ———

Jakarta Selatan

10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, —

ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ———__
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ———_
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ———

namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan ABDI ANDRE (ANDRE ABDI), lahir di Jakarta, —
pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus ——
1956 (seribu sembilan ratus lima puluh ——— -

enam), Presiden Direktur dari perseroan ——

terbatas yang akan disebut di bawah ini, ——
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon ——

Anggrek, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga

005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan ———
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ———

Kependudukan (NIK) 3174062708560002, Warga -

Negara Indonesia;

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana

tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan: ——

- bahwa pada hari Senin, tanggal 29 (dua puluh —

sembilan) Juni 2015 (dua ribu lima belas),
"—-—-_-—-—-—-—‘_'—-.




-

bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia —
(Galeri Bursa), Gedung Bursa Efek Indonesia Tower
2 Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-—
53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum ——
Pemegang Saham Tahunan dari PT. ATLAS RESOURCES —
Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang ——

didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang —

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Jakarta Selatan dan beralamat di Sampoerna

Strategic Square, South Tower Lantai 18, Jalan —
Jenderal Sudirman Kaveling 45-46, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, yang anggaran
dasarnya sebagaimana dimuat dalam Berita Negara —
Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh)

Pebruari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 15,

Tambahan Nomor 5170;
- Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali ——

diubah dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan —

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ——
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan

belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 19, ——

dibuat oleh MERRYANA SURYANA, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 14 (empat belas) Juli 2008 (dua ribu ——

delapan) Nomor AHU-40614.AH.01.02.Tahun 2008 dan

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ——
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Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2009 —

5171;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi —

berturut-turut dengan
- akta tanggal 15 (lima belas) Pebruari 2010 (dua
ribu sepuluh) Nomor 08, dan telah mendapatkan ——
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 01 (satu) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) —

Nomor AHU-10572.AH.01.02.Tahun 2010;

- akta tanggal 3 (tiga) Maret 2010 (dua ribu ——
sepuluh) Nomor 01, dan telah mendapatkan

persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (dua ribu

sepuluh) Nomor AHU-12649.AH.01.02.Tahun 2010; —
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 (dua —
ribu sebelas) Nomor 38, yang telah mendapatkan —
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuali dengan Surat Keputusan
tanggal 01 (satu) April 2011 (dua ribu sebelas) —

Nomor AHU-16686.AH.01.02.Tahun 2011;

- semuanya dibuat dihadapan Notaris MERRYANA —— ;

SURYANA, Sarjana Hukum tersebut;
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2011 (dua
ribu sebelas) Nomor 223, dibuat dihadapan AULIA — |

TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti

dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
‘-_‘_-—'_'_‘—-—-.




-

yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri —

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tanggal 6 (enam) Juni 2011 (dua ribu sebelas) —

Nomor AHU-27975.AH.01.02.Tahun 2011;

- akta tanggal 2 (dua) Maret 2012 (dua ribu dua —

pelas) Nomor 9, yang dibuat dihadapan saya,

Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi —

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata —
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan —
Anggaran Dasar tanggal 4 (empat) Mei 2012 (dua —
ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01-10-16163;

- akta tanggal 9 (sembilan) April 2012 (dua ribu
dua belas) Nomor 38, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi —

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasil

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan —
Anggaran Dasar tanggal 15 (lima belas) Juni 2012
(dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-21797; —
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris —
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, —

Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua -

ribu empat belas) Nomor 149; —

(untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"); —

- Berita acara rapatnya dibuat oleh saya,
-h‘—-—-—'—"‘—-—-
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Notaris, tanggal hari ini di bawah Nomor 89;

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; —
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan —
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 —
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum —
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan —
Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar

Perseroan untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, —
sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas —
Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut
“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan
dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada ——

tanggal 12 (dua belas) Mei 2015 (dua ribu ——

lima belas) dengan surat Nomor

0029-0JK/AR-CS/V/2015;

2. Menyampaikan Pemberitahuan kepada pemegang —

saham Persercan tentang akan

diselenggarakannya Rapat ini, Pemberitahuan —
mana telah diiklankan dalam 2 (dua) surat ——

kabar harian yaitu Media Indonesia dan ——

Harian Ekonomi Neraca, serta mengunggah
Pemberitahuan tersebut pada situs web Bursa —
Efek dan situs web Perseroan yaitu

www.atlas-coal.co.id pada tanggal 21 (dua —

puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas);

3. Menyampaikan Pemanggilan kepada pemegang ——

saham Perserocan atas Rapat ini, Pemanggilan —
e




—

mana telah diiklankan dalam 2 (dua) surat —
kabar harian yaitu Media Indonesia dan Hariar
Ekonomi Neraca serta mengunggah Pemanggilan -
tersebut pada situs web Bursa Efek dan situs
web Perserocan yaitu www.atlas-coal.co.id pad:

tanggal 5 (lima) Juni 2015 (dua ribu lima —

belas);
- masing-masing fotokopi dari surat
kabar/harian tersebut dilekatkan pada minut:

akta saya, Notaris, tanggal hari ini di bawal

Nomor 89;

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakil:
oleh pemegang saham dan kuasa para pemegang sahar
yang mewakili sebanyak 2.457.872.600 (dua milia:
empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus

tujuh puluh dua ribu enam ratus) saham dengan ha
suara yang sah atau 81,929% (delapan puluh satu

koma sembilan dua sembilan persen) dari seluruh

saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh —
oleh Perseroan hingga saat Rapat, yaitu sebanya
3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masin

dengan nilai nominal sebesar Rp.200,00 (dua ratu

Rupiah) .
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentua
dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai

hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan -
-_-—-—-—-—-—-—‘\
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akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ——

tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan

antara lain sebagai berikut:

- Menyetujuil perubahan Anggaran Dasar Perseroan

untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan
Otoritas Jasa Keuangan antara lain peraturan -

Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor

33/POJK.04/2014, sebagaimana materi lengkap —

perubahannya telah dibagikan kepada para

pemegang saham sebelum Rapat tersebut —— -

dimulai;

Berhubung dengan hal tersebut di atas Anggaran —
Dasar Perserocan seluruhnya diubah sehingga

menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT. ATLAS ——

RESOURCES Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat
dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta

Selatan.

Z. Persercan dapat membuka cabang, perwakilan —

atau satuan usaha di tempat lain, baik di —

dalam maupun di luar wilayah Republik ———

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh —
-_-—-—‘_'—‘—‘—-—-_




Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisar:

dengan mengindahkan peraturan perundang-—

undangan yang berlaku.

—__JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak —
terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua pu

satu) Juni 2007 (dua ribu tujuh).

_MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ——

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak

dalam bidang perdagangan, pengangkutan —-

darat, dan jasa.

2. @ Untuk mencapai maksud dan tujuan
tersebut diatas, Perserocan dapat ——
melaksanakan kegiatan usaha sebagai -

berikut:

- Eksport-Import dan Perdagangan Bah
Bakar Padat antara lain meliputi -
perdagangan batu-bara, batu-bara -

padat (bricket), batu abu tahan aj

serta kegiatan usaha terkait;——
- Transportasi Pertambangan dan ——
Batubara meliputi pengelolaan dan
pemeliharaan fasilitas transporta

dibidang pertambangan dan batubar

serta kegiatan usaha terkait;

’b. Untuk mencapai maksud dan tujuan ser

LEEEEi‘?enunjang kegiatan usaha utama
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penunjang sebagai berikut:

- Sarana Penunjang Perusahaan —

Pertambangan, antara lain melakukan -
penyewaan peralatan, kendaraan, ———
barang-barang dan perangkat-———m7m—m ¥——

penunjang lainnya untuk keperluan —

operasi penambangan batubara.

M ODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah

Rp836.000.000.000,00 (delapan ratus tiga ——

puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas

4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan -
puluh juta) saham, masing-masing saham —————

bernilai nominal Rp200,00 (dua ratus ——— —

Rupiah) .
2 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan

dan disetor 71,77% (tujuh puluh satu koma —-

tujuh tujuh persen) atau sejumlah
3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan ——

nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar ———
Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan
oleh masing-masing pemegang saham dengan ———

rincian serta nilai nominal saham yang — ——

disebutkan sebelum akhir akta ini.

Lg;hqﬁéfham—saham yang masih dalam simpanan akan —




e

dikeluarkan menurut keperluan modal ——————
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harge
serta persyaratan yang ditetapkan oleh ———
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum -
terbatas, dengan memperhatikan peraturan ——
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, ——
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, —
peraturan dan perundang-undangan yang ———
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain -
peraturan yang mengatur tentang penambahan -
modal tanpa hak memesan efek terlebih dahul

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana

saham-saham Perseroan dicatatkan.
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang —
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham —
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan —

dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a Anggaran Dasa

ini.
Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan
lebih lanjut harus disetor penuh. ——

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ——
selain uang baik berupa benda berwujud ——

maupun tidak berwujud wajib memenuhi ————

ketentuan sebagai berikut:

a. Benda yang akan dijadikan setoran modal

dimaksud wajib diumumkan kepada publik
pada saat pemanggilan Rapat Umum —————

Pemegang Saham mengenai penyetoran ———

1Q



KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn

Menara Sudirman Lt, 18
JI. Jend. Sudirman Kav, 60
Telp. 5204778 Fax, 5204779-80
Jakarta Selatan

———-'-'_-_.—-

tersebut;

Benda yang dijadikan sebagai setoran ——
modal wajib dinilai oleh Penilai yang —-
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan —
tidak dijaminkan dengan cara apapun ————

juga;

Memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana

diatur dalam Pasal 12 ayat 2;

Dalam hal benda yang dijadikan sebagai —
setoran modal dilakukan dalam bentuk ——
saham Perseroan yang tercatat di Bursa —

Efek, maka harganya harus ditetapkan ——

berdasarkan nilai pasar wajar; dan— ————
Dalam hal penyetoran tersebut berasal —-
dari laba ditahan, agio saham, laba ———
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ——
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ——-
modal sendiri lainnya tersebut sudah ——
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ——
terakhir yang telah diperiksa oleh ————
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa -

Keuangan dengan pendapat wajar tanpa ——

pengecualian.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang ——

menyetujuli pengeluaran saham dalam simpanan -
dengan cara penawaran umum terbatas maupun —

peningkatan modal tanpa hak memesan efek ——

11




-

terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum

saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut —-
harus melimpahkan kewenangan pemberian kuas
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ———-
jumlah saham yang sesungguhnya telah ————
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ——-
terbatas atau peningkatan modal tanpa hak —
memesan efek terlebih dahulu tersebut.——m—

Jika efek yang bersifat Ekuitas akan ———

dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

a. Setiap penambahan modal melalui

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang -
dilakukan dengan pemesanan, maka hal —
tersebut wajib dilakukan dengan ———————
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih —
Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham -
yang namanya terdaftar dalam daftar —-
pemegang saham Perseroan pada tanggal —
yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Sah
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersif
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding —-
dengan jumlah saham yang telah terdafta
dalam daftar pemegang saham Persercan -

atas nama pemegang saham masing-masing

pada tanggal tersebut.
b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa

memberikan HMETD kepada pemegang saham

dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -
-_-—-_—'—'—‘—-—

12
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saham dilakukan sesuai dengan peraturan —
di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan

penambahan modal tanpa HMETD.

HMETD wajib dapat dialihkan dan ——m———
diperdagangkan, dengan mengindahkan —————
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ——
perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal;

Efek bersifat ekuitas yang akan ——mm ———
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ———
diambil oleh pemegang HMETD harus — 7 ——
dialokasikan kepada semua pemegang saham -
yang memesan tambahan Efek bersifat ————
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -
Efek bersifat ekuitas yang dipesan —— ——
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ——
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ——
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah ———
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-——————

masing pemegang saham yang memesan —

tambahan Efek bersifat ekuitas.

Dalam hal masih terdapat sisa Efek —————
bersifat ekuitas yang tidak diambil ————
bagian oleh pemegang saham sebagaimana —
dimaksud dalam huruf d di atas, maka — —
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek —

bersifat ekuitas tersebut wajib ———————

dialokasikan kepada Pihak tertentu yang —
—‘_-—‘_‘_-—'—‘—-
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10.

bertindak sebagai pembeli siaga dengan —

harga dan syarat-syarat yang sama.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar ———
dengan saham atau Efek yang mengandung hak -
untuk memperoleh saham, dapat dilakukan olel
Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang ———
Saham Perseroan terdahulu yang telah ————
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
Penambahan modal disetor menjadi efektif —
setelah terjadinya penyetoran, dan saham —
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sam
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yan
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, denga
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.—
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapa
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar —
dalam rangka perubahan modal dasar harus —

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -
modal ditempatkan dan disetor menjadi kura
dari 25% (dua puluh lima persen) dari moda.
dasar, dapat dilakukan sepanjang:—mm———

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umun

LEETEEi?g Saham untuk menambah modal —

14
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dasar;

telah memperoleh persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —

Indonesia;

penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar

wajib dilakukan dalam jangka waktu ——M—
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ——
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia sebagaimana —

dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;

Dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf —
c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, —
maka Perseroan harus mengubah kembali ——-
anggaran dasarnya, sehingga modal ——————
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua —
puluh lima persen) dari modal dasar, ——
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal

ini tidak terpenuhi;

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham —-
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf —

a Pasal ini termasuk juga persetujuan ——-

untuk mengubah anggaran dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf —

d Pasal ini.

L&E;“Efrubahan anggaran dasar dalam rangka — ——
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penambahan modal dasar menjadi efektif ———
setelah terjadinya penyetoran modal yang ——
mengakibatkan besarnya modal disetor menjad
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)

dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan

oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ———
kewajiban Perseroan untuk mengurus ——————
persetujuan perubahan anggaran dasar dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ:

Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal

disetor tersebut.

— SAHAM

Pasal 5.

‘adalah saham atas nama.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroal

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan -

‘nilai nominal atau tanpa nilai nominal .———

Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajil

dilakukan sesuai dengan peraturan perundan

undangan di bidang Pasar Modal.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 —

(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1

(satu) saham.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi
milik beberapa orang, maka mereka yang ——
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untul

menunjuk secara tertulis seorang di antar:

Lﬂfiiii_atau menunjuk seorang lain sebagail
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mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -

atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut —
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran ——
dividen untuk saham itu ditangguhkan. —————
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ——
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
keputusan yang diambil dengan sah dalam ———
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ——-

perundang undangan yang berlaku.

‘8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada —
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan ——

Bursa Efek di Indonesia tempat saham —————

Perseroan dicatatkan.
\9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib —————
memberikan bukti pemilikan saham berupa ————

surat saham atau surat kolektif saham kepada

pemegang sahamnya.
‘10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ————
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih —

saham yang dimiliki oleh seorang pemegang —-

saham.

Lii;mfiéa surat saham sekurangnya harus ——mM———
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‘13.

‘14.

—-—-'_-_.—-_-_-

dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat saham.
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus

dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham; —M——

b. nomor surat kolektif saham;

c. nomor surat saham dan jumlah saham; ——

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif ——

saham.

Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Presiden Direktur atau

(dua) orang anggota Direksi lainnya.

Apabila terdapat pecahan nilai nominal ———
saham, pemegang pecahan nilai nominal saham
tidak diberikan hak suara perseorangan, ——-
kecuali pemegang pecahan nilai nominal ———
saham, baik sendiri atau bersama pemegang -
pecahan nilai nominal saham lainnya yang —
klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai —
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari

klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham -
tersebut harus menunjuk seorang diantara —

mereka atau seorang lain sebagai kuasa ——

mereka bersama dan yang ditunjuk atau dibe

h-—-—‘_'—'_‘—'—-—-_
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hak yang diberikan oleh hukum atas saham ——

tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya ———
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor—————
nomor urut surat saham, jumlah saham yang ——
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para —

pemegang saham dan keterangan-keterangan lain

yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ——
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:—
a. Pihak yang mengajukan permohonan

penggantian saham adalah pemilik surat ——

saham tersebut; dan

‘b. Perseroan telah menerima surat saham ——

yang rusak.

‘2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang
rusak setelah memberikan penggantian surat —

saham.

‘3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ——-

surat saham tersebut dapat dilakukan jika:—

a. Pihak yang mengajukan permohonan — ———
penggantian saham adalah pemilik surat —

saham tersebut;

b. Persercan telah mendapatkan dokumen ——M

pelaporan dari Kepolisian Republik —— —
h_‘_-_‘_‘—'—'_‘—-—-
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Indonesia atas hilangnya surat saham ——

tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan
penggantian saham memberikan jaminan ——

yang dipandang cukup oleh Direksi ————-

Perseroan; dan
ld. Rencana pengeluaran pengganti surat ———
saham yang hilang telah diumumkan di ——
Bursa Efek di mana saham Perseroan ——
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14

(empat belas) hari sebelum pengeluaran

pengganti surat saham.

4. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat -
saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, ——

perlaku pula bagi penggantian surat kolekt

saham.
______DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS —-

_Pasal 7

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya —
wajib mengadakan dan memelihara dengan ———
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan —

Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukar

Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu -

dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham;——

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan sul

saham atau surat kolektif saham yang —

dimiliki para pemegang saham; ———————
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c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ——

hukum yang mempunyai hak gadai dan atau —
pemegang jaminan fidusia atas saham dan —
tanggal perolehan hak gadai dan atau ———
tanggal pendaftaran akta fidusia atas ——

saham tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk -

lain selain uang;

f. Perubahan kepemilikan saham;

g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu ——

oleh Direksi dan atau diharuskan oleh ——
perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam daftar Khusus Perseroan dicatat — M ——
keterangan mengenai kepemilikan saham anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta —
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ——
perseroan lain serta tanggal saham itu ——M —

diperoleh dan perubahan kepemilikan saham ——

dimaksud.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ——

perpindahan tempat tinggal dengan surat ———

kepada Direksi Perserocan. Selama
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ———
segala panggilan dan pemberitahuan kepada ——

pemegang saham maupun surat menyurat, dividen

yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta -

mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan

oleh pemegang saham adalah sah jika ————
_-‘_-—-—'_"‘—-—-_
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dialamatkan pada alamat pemegang saham yang

paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -

Saham Perseroan.
'5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang
kepada Biro Administrasi Efek untuk —————
melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemedgal
Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan,
l6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sal
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan —
pDaftar Khusus Perseroan, yang berkaitan —-—
dengan diri pemegang saham yang bersangkuta

pada waktu jam kerja kantor Perseroan.———

7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar -
Pemegang Saham Perseroan harus disetujui —
Direksi dan dibuktikan dengan penandatangar
pencatatan atas perubahan tersebut oleh —

presiden Direktur atau Pejabat yang diberi

kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam —
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk —
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemin
tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau

cessie yang menyangkut saham atau hak atau
kepentingan atas saham harus dilakukan ses
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan ur
saham yang tercatat pada Bursa Efek berlal
peraturan perundang-undangan yang berlaku

pidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Lgiﬁiff?nesia di tempat dimana saham Perse
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dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat —
dalam Daftar Pemegang Saham Perserocan dengan -
cara yang akan ditentukan oleh Direksi —

berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat —
diterima baik oleh Direksi mengenai Gadai ———
saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai —

gadai saham oleh Perserocan sebagaimana

disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang————
Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari
pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar ——

Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIFE

Pasal 8.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat —
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ————
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk —
kepentingan segenap pemegang rekening pada —

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ————

Saham dalam Penitipan Koclektif pada Bank ——
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ———
Kustodian atau Perusahaan Efek yang ——M————
bersangkutan untuk kepentingan pemegang ——
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan

Efek tersebut.

Bpabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -

Bank Kustodian merupakan bagian dari ——————
“_‘_-—‘—-—-—‘_‘—-_
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6.

R
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari —

suatu kontrak investasi kolektif dan tidak -
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ——
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ——-
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut -
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ——
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontr

investasi kolektif tersebut.

Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga ————
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ——
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan —
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Perseroan wajib memutasikan saham dalam ——
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nam
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bent
kontrak investasi kolektif dalam buku Daft
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpal
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ———

dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank —-

Kustodian kepada Perserocan atau Biro ——

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank

LEEEESifan' atau Perusahaan Efek wajib ——

R4



KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
JI. dend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
lakarta Selatan

e

menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti —————

pencatatan dalam rekening Efek.

Dalam Penitipan Koclektif, setiap saham dari -
jenis dan klasifikasi yang sama yang ———————
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ——
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -

lain.

Persercan wajib menolak pencatatan saham ke —
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak —
yang meminta mutasi dimaksud dapat —

memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup
bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai ——
pemegang saham dan surat saham tersebut ———

benar-benar hilang atau musnah.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila saham —M—
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita —

berdasarkan penetapan pengadilan atau disita

16

LL.

untuk pemeriksaan perkara pidana. —— —————

Pemegang rekening yang efeknya tercatat

dalam Penitipan Kolektif berhak hadir —————
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan sesual dengan — ——
jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening

efek tersebut.

Pemegang rekening efek yang berhak ——m———

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
_-—‘—‘_-—‘_-—‘—‘—
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12.

—
Saham adalah pihak yang namanya tercatat —

sebagal pemegang rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ——MM——
Kustodian, atau Perusahaan Efek paling ——
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ——F————
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ———
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau

Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam

jangka waktu yang ditentukan dalam peratur
yang berlaku di Pasar Modal wajib ——————
menyampaikan daftar nama pemegang rekening

efek kepada Perseroan untuk didaftarkan —
dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khus
disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam —

peraturan perundang-undangan yang berlaku

bidang pasar modal.
Manajer Investasi berhak hadir dan ————
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemeg:
Saham atas saham Perserocan yang termasuk —
dalam Penitipan Kolektif pada Bank ——————
Kustodian, yang merupakan bagian dari ———
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kont
investasi kolektif dan tidak termasuk dale
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpans
dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa E
Kustodian tersebut wajib menyampaikan namé

Manajer Investasi tersebut paling lambat

Lififgl‘hari kerja sebelum pemanggilan Rap
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13.

14.

15.

_

Umum Pemegang Saham.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ——
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan —
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan —
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan —
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ——
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ——F ———
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ——————
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-——
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada ——-
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing————-

masing pemegang rekening pada Bank Kustodian

dan Perusahaan Efek tersebut.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham —
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan —-
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas —
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ——
Kustodian yang merupakan bagian dari ———————
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -

dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek

yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ——
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham —-

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ——

Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ——
-_‘—-—-—'—‘“‘—-—-_

27



—

pemegang rekening Efek beserta jumlah sahe
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang Rekening Efek tersebut kepada —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pal
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang sah:
yang berhak untuk memperoleh dividen sahan
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.—M—

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM — ——

Pasal 9.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas
suatu saham, pemilik asli yang terdaftar —
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap —
dianggap sebagai pemegang saham sampal nan
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar —
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak ——
mengurangi izin-izin pihak yang berwenang
peraturan perundang-undangan serta ketentu
pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham

Perserocan dicatatkan.

Semua pemindahan hak atas saham harus ——
dibuktikan dengan dokumen yang ditandatang
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan
hak dan oleh atau atas nama pihak yang —

menerima pemindahan hak atas saham yang —

bersangkutan.
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus
memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal 3

berlaku di Indonesia, tempat di mana sahan

--—-—-—-—-—‘—‘—-_
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang —

berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ———
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ———
wajlb memenuhi peraturan perundang-undangan —

di bidang Pasar Modal.

|4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan — —
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar —
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara ——
yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar — M M———
Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila ——
salah satu syarat dalam izin yang diberikan —
kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang ——

atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak ——

yang berwenang tidak terpenuhi.
5. BApabila Direksi menolak untuk mencatatkan ——
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam ——
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal —
permohonan untuk pendaftaran itu diterima ——
oleh Direksi Persercan, Direksi wajib ——

mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada —
pihak yang akan memindahkan haknya. —m8H ———
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada —
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ——
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai ——

i dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang

berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

LE;_qgi?ng yang mendapat hak atas saham karena ——
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kematian seorang pemegang saham atau karense
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan —
suatu saham berubah menurut hukum, dengan -
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana ——
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, daj
mengajukan permohonan secara tertulis untu
didaftar sebagai pemegang saham. ———————
- pendaftaran hanya dapat dilakukan apabil
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti ha
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Angga
Dasar ini serta dengan mengindahkan peratu

yang berlaku di bursa efek di Indonesia, —

tempat saham Perseroan dicatatkan. ————
Pemindahan hak atas saham yang termasuk da
Penitipan Kolektif dilakukan dengan ————
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpans

dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan ——

Perusahaan Efek.
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur ha
untuk memindahkan hak atas saham dan ——
pendaftaran pemindahan hak atas saham har

perlaku pula terhadap setiap pemindahan h

menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———w—-

—Pasal 10. —

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutny

LEEEEESF WRUPS” adalah: —
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a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar —

‘disebut juga RUPS luar biasa.

‘2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar —
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.——

‘3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka ———
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ——

tahun buku berakhir.

‘4. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

‘— laporan tahunan mengenai keadaan dan ——
jalannya Perseroan, yang telah —— ———
ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ——

mendapat persetujuan RUPS;

’— laporan keuangan untuk mendapat ——m—

pengesahan Rapat;

‘b. Laporan tugas pengawasan Dewan —

Komisaris.

lc. Ditetapkan penggunaan laba, jika —Mm8M —
Perseroan mempunyai saldo laba yang —e——

positif.

d. Ditetapkan pemberian gaji dan remunerasi

untuk Direksi dan Dewan Komisaris.————

e. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik ———

Terdaftar.

f. Penunjukkan Direksi dan/atau Dewan —— M

Komisaris (bilamana diperlukan).——

g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang —
--—-—-—-—-—-—‘—-—-.
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telah diajukan sebagaimana mestinya —-

dengan memperhatikan ketentuan anggarar

dasar.
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggur
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dai
Dewan Komisaris atas pengurusan dan —— ——-
pengawasan yang telah dijalankan selama ta
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut —

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Lapora

Keuangan.
RUPS luar biasa dapat diselenggarakan ——
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk

membicarakan dan memutuskan mata acara rap
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pad
ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan ————

memperhatikan peraturan perundang-undangan

serta Anggaran Dasar.
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang sak
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah —
seluruh saham dengan hak suara, kecua
Anggaran Dasar Perseroan menentukan —
suatu jumlah yang lebih kecil, dapat -
meminta agar diselenggarakan RUPS. —
b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diaju

kepada Direksi dengan surat tercatat

disertai alasannya. —

"L~hh_“
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T;T——;;;mintaan penyelenggaraan RUPS harus: —

- dilakukan dengan iktikad baik; —————
- mempertimbangkan kepentingan ——7m—m ————

Perseroan;

- merupakan permintaan yang membutuhkan

keputusan RUPS;

- disertai dengan alasan dan bahan ——
terkait hal yang harus diputuskan ——

dalam RUPS; dan

‘- tidak bertentangan dengan peraturan —

perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Perseroan.

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS —
kepada pemegang saham dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal permintaan ————
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. —
Dalam hal Direksi tidak melakukan —————
pengumuman RUPS kepada pemegang saham, —

maka Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan —
RUPS dari pemegang saham sebagaimana -
dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal —-

ini; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-

Dalam hal Direksi tidak melakukan
pengumuman RUPS, pemegang saham dapat ——

mengajukan kembali permintaan

penyelenggaraan RUPS kepada Dewan —————
_-—._-—‘—-—-—‘—-—-
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Komisaris.

<.

TEMPAT,

Dewan Komisaris wajib melakukan

pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
dalam jangka waktu paling lambat 15 —
(lima belas) hari terhitung sejak ——-
tanggal permintaan penyelenggaraan RUP
diterima Dewan Komisaris. Dalam hal —
Dewan Komisaris tidak melakukan —————
pengumuman RUPS kepada pemegang saham,
maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan
- terdapat permintaan penyelenggaraar
RUPS dari pemegang saham sebagaimal

dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal

ini; dan

- alasan tidak diselenggarakannya —

RUPS.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak
melakukan pengumuman RUPS kepada ———
pemegang saham sebagaimana dimaksud |
ayat 7 huruf f Pasal ini, pemegang -
saham sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a Pasal ini dapat mengajukan —
permintaan diselenggarakannya RUPS —
kepada ketua Pengadilan Negeri yang -
daerah hukumnya meliputi tempat ——

kedudukan Perseroan untuk menetapkan

pemberian izin diselenggarakannya RU
PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

Pasal 11. v
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T;i‘dd;;npa mengurangi ketentuan-ketentuan lain

Indonesia dan dapat dilakukan di:
a.

b.

dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS waji

dilakukan di wilayah Negara Republik ——

tempat kedudukan Perseroan; atau————
tempat Perseroan melakukan kegiatan —

usaha utamanya; atau

ibukota provinsi di mana tempat

kedudukan atau tempat kegiatan usaha -

utama Perseroan; atau

provinsi tempat kedudukan Bursa Efek d
mana saham Perseroan dicatatkan.———
Perseroan wajib melakukan pengumuman R
kepada pemegang saham paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan —-

tanggal pengumuman dan tanggal ————

pemanggilan.
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -

pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling -

kurang memuat:

- ketentuan pemegang saham yang berh:

‘hadir dalam RUPS;

- ketentuan pemegang saham yang berh:

‘mengusulkan mata acara rapat;

- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan—

- tanggal pemanggilan RUPS.—
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas —

permintaan pemegang saham, selain mem
=
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P
hal yang disebut pada huruf b, ———M—

pengumuman RUPS wajib memuat informasi -
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS —

karena adanya permintaan dari pemegang -

saham.

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham —
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat -

pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahas
\Indonesia yang berperedaran nasiona.
- situs web Bursa Efek; dan —————
- situs web Perseroan, dalam Bahasa —
Indonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunal
paling kurang bahasa Inggris. ———
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahas:i
asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf d Pasal ini wajib memuat inform
yang sama dengan informasi dalam ———

pengumuman RUPS yang menggunakan Bahas

Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsira
informasi yang diumumkan dalam bahasa
asing dengan yang diumumkan dengan —
pahasa Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf e Pasal ini, inforn
yang digunakan sebagai acuan adalah —

informasi dalam bahasa Indonesia. ——

LE;~ESEFi pengumuman RUPS sebagaimana —-—
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wajilb disampaikan kepada Otoritas Jasa —
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari ——m—

kerja setelah pengumuman RUPS. ———

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas
permintaan pemegang saham, penyampaian —
bukti pengumuman RUPS juga disertai ———
dengan salinan surat permintaan ——————

penyelenggaraan RUPS sebagaimana ——— MM —

dimaksud pada Pasal 9 ayat 7 huruf b.——
3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara

RUPS apabila:

a) telah diajukan secara tertulis kepada —
Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham ———
atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per -

dua puluh) atau lebih dari jumlah —————

seluruh saham dengan hak suara; dan————
‘b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 ——

(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk —

RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.

‘4. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 Pasal ini, harus diajukan ————
dengan iktikad baik, mempertimbangkan —————
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan —
dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-———

undangan.

‘5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ———

Lffgifi_pemegang saham paling lambat 21 —

37




-
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ——-

dengan tidak memperhitungkan tanggal —
pemanggilan dan tanggal RUPS. ———

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat -

informasi:
- tanggal penyelenggaraan RUPS; ———
- waktu penyelenggaraan RUPS; —————
- tempat penyelenggaraan RUPS;

- ketentuan pemegang saham yang berha

hadir dalam RUPS;

- mata acara rapat termasuk penjelasa
atas setiap mata acara tersebut; dé

-  informasi yang menyatakan bahan —

terkait mata acara rapat tersedia -
bagi pemegang saham sejak tanggal

dilakukannya pemanggilan RUPS samp

dengan RUPS diselenggarakan. ———
c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang sahar
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat
pada Bursa Efek paling kurang melalui
- 1 (satu) surat kabar harian berbah
lIndonesia yang berperedaran nasion

- situs web Bursa Efek; dan

- situs web Perseroan, dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing, dengar

ketentuan bahasa asing yang digun

paling kurang bahasa Inggris.—
‘d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bal

asing sebagaimana dimaksud pada ayat
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—

huruf c Pasal ini wajib memuat informasi
yang sama dengan informasi dalam ——————
pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa
Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan -
penafsiran informasi pada pemanggilan ——-
dalam bahasa asing dengan informasi pada
pemanggilan dalam bahasa Indonesia, ————-
informasi yang digunakan sebagail acuan —
adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana —————
dimaksud pada huruf c wajib disampaikan -
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ——
lambat 2 (dua) hari kerja setelah —————

pemanggilan RUPS.

f. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 -
ini mutatis mutandis berlaku untuk ———
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh —-
pemegang saham yang telah memperoleh ——

penetapan pengadilan untuk

menyelenggarakan RUPS sebagaimana ——————

dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 huruf g.—
Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ————
dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, —
RUPS dapat juga dilakukan melalui media ———
telekonferensi, video konferensi atau ——m—
melalui sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta RUPS saling ———

melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap ——
_‘—-—‘_'—‘_‘—-_
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memperhatikan peraturan perundangan yang —
perlaku, khususnya di pidang Pasar Modal.—
pPerseroan wajib menyediakan bahan mata acal
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal —

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai deng

penyelenggaraan RUPS.—
Bahan mata acara rapat dapat berupa: ————
a. salinan dokumen fisik yang diberikan —

secara cuma-—cuma di kantor Perseroan —

jika diminta secara tertulis oleh ——

pemegang saham; atau

\b. salinan dokumen elektronik yang dapat -

diakses atau diunduh melalui situs web

Perseroan.
Dalam hal mata acara rapat mengenai ———
pengangkatan anggota Direksi dan/atau —-
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -
hidup calon anggota Direksi dan/atau angg¢

Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib

tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang -

sejak saat pemanggilan sampal dengan

penyelenggaraan RUPS; atau—
b. pada waktu lain selain waktu sebagaim
dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ir
namun paling lambat pada saat ——=45

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diati

dalam peraturan perundang-undangan.—

LE;“E‘E?rseroan wajib melakukan ralat pemanggi
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10.

—

RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam
hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS ——————
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang

RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur ——

dalam ayat 5 Pasal ini.
Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS —
tersebut tidak berlaku apabila ralat —M——
pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas —-—
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau —————-
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan —

karena kesalahan Perseroan.

Ketentuan media dan penyampaian bukti ————
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ——
untuk media ralat pemanggilan RUPS dan ————

penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.——

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris —
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam —
hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ——
hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS ———
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan

hadir, maka RUBS dipimpin oleh pemegang ————

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk ——
_‘_‘_-_-_‘—'—‘—-_
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e
dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ——
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimp:
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan
mata acara yang akan diputuskan dalam RUP
maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ——
komisaris lainnya yang tidak mempunyai ——-
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh —

Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris —-
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS

dipimpin oleh salah satu anggota Direksi -

yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mata -
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, m
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang —
tidak mempunyai benturan kepentingan. —-
Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
benturan. kepentingan, maka RUPS dipimpin

oleh salah seorang pemegang saham bukan -
pengendali yang dipilih oleh mayoritas —

pemegang saham lainnya yang hadir dalam -

RUPS. —

Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS -
wajib memberikan penjelasan kepada peme

saham paling kurang mengenai: —————

a. kondisi umum Perseroan secara singkat
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b.

C.

mata acara rapat;

mekanisme pengambilan keputusan terkait -

mata acara rapat; dan
tata cara penggunaan hak pemegang saham —

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ——

pendapat.

—TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN —

RUPS

Pasal 12.

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS

harus diberikan kepada pemegang saham yang —

hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut ———

harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. ——MM

2. a.

RUPS, termasuk pengambilan keputusan ———
mengenal pengeluaran Efek Bersifat — —
Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila ——
dihadiri oleh pemegang saham yang —
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) —
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali —
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar —

ini menentukan kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ——
pada ayat 2 huruf a tidak tercapai, ———

diadakan pemanggilan rapat kedua dengan

ketentuan sebagai berikut:

- dalam jangka waktu paling lambat 7 -

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua ——

dilangsungkan;
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Ti’FF;;;gan menyebutkan RUPS pertama ——

telah dilangsungkan dan tidak ———
mencapai kuorum kehadiran; —————
l— RUPS kedua dilangsungkan dalam ——
jangka waktu paling cepat 10 ——
(sepuluh) hari dan paling lambat 2

(dua puluh satu) hari setelah RUPS

pertama dilangsungkan.
c. RUPS kedua adalah sah dan berhak

mengambil keputusan Jjika dalam RUPS ——-
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) ——
bagian dari jumlah seluruh saham denga
hak suara hadir atau diwakili, kecuali

Anggaran Dasar ini menentukan kuorum —

yang lebih besar.
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS —
kedua tidak tercapai, RUPS ketiga daps
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan Jjil
dihadiri oleh pemegang saham dari sah:
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang —

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

atas permohonan Perseroan.
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegan
saham lain atau orang lain dengan surat —
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak —

memberikan kuasa kepada lebih dari seorang

kuasa untuk sebagian dari jumlah saham y3
L7777
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dimilikinya dengan suara yang berbeda, ————

kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ——
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-
nasabahnya pemilik saham Perusahaan ——

Terbuka.

‘b. Manajer Investasi yang mewakili ————

kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa

untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan
kepadanya pada waktu rapat diadakan. ————-
Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ——
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ———

(satu) suara.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku ——
kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka

keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ——

dihitung dalam pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai diri orang —————
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak —
ditandatangani dan mengenai hal lain ————
dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali —
jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada —

keberatan dari pemegang saham yang hadir ——

dalam RUPS tersebut.
Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan —-—

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ———

keputusan berdasarkan musyawarah untuk ————
h—-—._‘_‘—'_'~‘—-
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mufakat tidak tercapai, keputusan diambil .
melalui pemungutan suara. Keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (sa
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, —
kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran ——
Dasar ini menentukan bahwa keputusan adali

sah jika disetujui oleh jumlah suara setu

yang lebih besar.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara transaksi yang mempunyai -
benturan kepentingan, dilakukan dengan ———

ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ——
dihadiri oleh Pemegang Saham Independ
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham .

dengan hak suara yang sah yang dimili.

oleh Pemegang Saham Independen. —M —
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pat
ayat 9 huruf a Pasal ini adalah sah ji
disetujui oleh Pemegang Saham Independ
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah yang dimili

oleh Pemegang Saham Independen. ————
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -

pada .ayat 9 huruf a Pasal ini tidak —

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan —
-_‘_-—-—-—-—‘_‘—-—-.
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dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -
berhak mengambil keputusan jika dalan
RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham —
Independen yang mewakili lebih dari
(satu per dua) bagian dari jumlah ——
seluruh saham dengan hak suara yang
yang dimiliki oleh Pemegang Saham —

Independen.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
dua) bagian dari jumlah saham yang —

dimiliki oleh Pemegang Saham Indeper

yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUI
ketiga dapat diadakan dengan ketentus
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh Pemeganc
Saham Independen dari saham dengan he
suara yang sah, dalam kuorum kehadire

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa —

Keuangan atas permohonan Persercan. -
f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jike
disetujui oleh Pemegang Saham Indeper
yang mewakili lebih dari 50% (lima pt

persen) saham yang dimiliki oleh ——

Pemegang Saham Independen yang hadir.

Lg;mhff?egang saham yang mempunyai benture
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kepentingan dianggap telah memberikan -
keputusan yang sama dengan keputusan —
yang disetujui oleh Pemegang Saham ———

Independen yang tidak mempunyai bentura

Pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstai
(tidak memberikan suara) dianggap —————
mengeluarkan suara yang sama dengan suara -

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13.

kepentingan.
10.
suara.
1.
bahasa Indonesia.
2.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh —
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yar
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan he
suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah -
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pe

tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebi

harus dibuat dengan akta notaris dan dalam

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang —-
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan sert

kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu ——

berdirinya Perseroan, besarnya modal dasal
-‘_-—-_-—'—"‘—-—-_
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pengurangan modal yang ditempatkan dan
disetor, dan perubahan status Perserocan —— —
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau ———
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ————

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang —
menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 ——
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ———
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan

RUPS tentang perubahan tersebut.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat ———
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS —
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili —
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian ——
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara —
yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah —
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ——

suara yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua —
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini —
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan —

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak

mengambil keputusan jika dihadiri oleh ———

--‘—‘—‘—-—'—‘"‘—-—_
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pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jas
Keuangan atas permohonan Perseroan.—

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus

diberitahukan secara tertulis kepada semua

kreditur Perseroan dan diumumkan oleh ———
Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat —-
kabar harian yang beredar secara nasional -
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak tanggal keputusan tentang ———

pengurangan modal tersebut.

— _PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 14.

i P Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ————
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit
perpanjangan jangka waktu berdirinya

Perseroan, dan pembubaran Perseroan, — —

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ——
dihadiri oleh pemegang saham yang ——
mewakili paling kurang 3/4 (tiga per —

empat) bagian dari jumlah seluruh sah

dengan hak suara yang sah. ——M————

'b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pa¢

Liszhihhuruf a Pasal ini adalah sah ji
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disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. ——m——
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ——
pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak ——
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ——
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ——
berhak mengambil keputusan jika RUPS —-—
dihadiri oleh pemegang saham yang — ——
mewakili paling kurang 2/3 (dua per —-
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham —

dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika —
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. ————
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS —-
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 —
huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS —
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan —
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ——
keputusan jika dihadiri oleh pemegang —
saham dari saham dengan hak suara yang —
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ——

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. BApabila Perseroan dibubarkan, baik karena ——

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau ——

dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ——-
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—

karena dinyatakan bubar berdasarkan penetag
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi —

oleh likuidator atau kurator.

Dalam kejadian likuidasi, para likuidator —
wajib menambahi nama Perseroan dengan ——M——

katakata "dalam likuidasi”.

Direksi bertindak sebagai likuidator apabilsz
dalam keputusan RUPS atau penetapan ————_
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak ———

menunjuk likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi, setelah ———
dibayarkan segala utang dan kewajiban ———
Perseroan akan dipergunakan untuk membayar -
segala saham Perserocan, seberapa mungkin ——
jumlah harga yang tertulis di surat saham. -
Jika masih ada sisa, hasil likuidasi terseb

akan dibagi menurut keputusan RUPS.

Upah bagil para likuidator ditentukan oleh -

RUPS atau penetapan pengadilan.
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara
dan dalam surat kabar harian yang terbit —
atau beredar di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hal
Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sejak Perseroan dibubarkan. —

Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam

akta pendirian beserta perubahannya —————
‘—._‘—‘_-—._‘_'—‘—-_
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dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan -
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi —-

oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan — —

pembebasan sepenuhnya kepada para

likuidator.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ——
surat kabar harian yang terbit atau beredar
di tempat kedudukan atau tempat kegiatan ———
usaha Perseroan mengenai rancangan ——————— e
penggabungan, peleburan, pengambilalihan ——
atau pemisahan Persercan selambat-lambatnya
30 {tiga puluh) hari sebelum pemanggilan ——
RUPS, satu dan lain dengan tetap —————
memperhatikan peraturan perundang-undangan —

lain di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 15.

Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau ——

lebih anggota Direksi.
Apabila diangkat lebih dari 2 (dua) orang ——
anggota Direksi, maka seorang diantaranya ——
dapat diangkat sebagai Presiden Direktur dan

seorang lainnya dapat diangkat sebagai Wakil

Presiden Diretur.
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing—-—
masing untuk Jjangka waktu terhitung sejak ——
pengangkatannya sampal penutupan RUPS ————

Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan ———

tidak mengurangi hak RUPS untuk
—‘_‘—‘_'_‘—‘—-—-_
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T;;;;;;;entikannya sewaktu-waktu.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warg
Negara Asing yang telah memenuhi syarat —-
untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan —
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas —

Jasa Keuangan dan peraturan perundang—————

undangan lainnya.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah

perakhir dapat diangkat kembali.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan
anggota Direksi yang berhenti atau ——M—
dihentikan dari jabatannya atau untuk ——
mengisi lowongan harus diangkat untuk jang
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota

Direksi lain yang menjabat.

Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seora
atau lebih atau semua anggota Direksi ——
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembil
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowonc

itu dengan memperhatikan ketentuan ———

perundang-undangan dan Anggaran Dasar.——
Jika oleh sebab apapun semua Jjabatan anggc
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang -

ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.————

Anggota direksi berhak mengundurkan diri -

dari jabatannya dan wajib secara tertulis
1=
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1.

12.

-—-——"_-_._-_.—

menyampaikan permohonan pengunduran diri ———
kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ————

dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri ———-
anggota Direksi dalam jangka waktu paling —
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah ———
diterimanya surat permohonan pengunduran ———

diri.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri

sehingga mengakibatkan jumlah anggota ————
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, —
maka pengunduran diri tersebut sah apabila —
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ————
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga

memenuhi persyaratan minimal Jjumlah anggota

Direksi.

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ——

diberhentikan sementara oleh Dewan ——— ————

Komisaris, maka Perseroan wajib
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu ——

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

setelah tanggal pemberhentian sementara.——
Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam —
ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil ————
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka —

pemberhentian sementara anggota Direksi ——
‘_‘_‘—‘_-—-—‘—'—-
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| 14.

T;;;;;;; batal.

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika

ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan ————
wewenang tersebut oleh RUPS dapat —————
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam —-

menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.-

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: ——

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat .

lB dan 9 Pasal ini;
lb. Tidak lagi memenuhi persyaratan —————

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan —-

peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Meninggal dunia;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan —-—

RUPS.

____TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI —

Pasal 1l6.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggur
jawab atas pengurusan Perseroan untuk ——
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
atas pengurusan, Direksi wajib —m8m————
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS —-
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturar

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. —-

_Lﬁf&iig—anggota Direksi wajib melaksanakan
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tugas dan tanggung Jjawab dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.——
Direksi berhak mewakili Persercan di dalam —
dan di luar Pengadilan tentang segala hal ——
dan dalam segala kejadian, mengikat —————
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain —
dengan Persercan, serta menjalankan segala —
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ——
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ————

pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk pengambilan —
uang perseroan di bank-bank dan pinjaman
kepada anak-anak perusahaan Perseroan) ——
yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh —
persen) dari keseluruhan modal — ——m————

ditempatkan dan disetor penuh oleh ———

Perseroan;

‘b. mendirikan suatu usaha atau turut serta

pada perusahaan lain baik di dalam ———

maupun di luar negeri;

c. mengikat Persercan sebagai penjamin yang

jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen)
dari keseluruhan modal ditempatkan dan —

disetor penuh oleh Perseroan;

’d. melepaskan hak atau menjadikan jaminan —
utang atas harta kekayaan tetap ————

Perseroan yang jumlahnya melebihi 20% —

(dua puluh persen) dari ekuitas —————
‘—‘—-—‘_'—‘_‘—-—-_
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Perseroan.

harus dengan persetujuan terlebih dahulu —

dari Dewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan

Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih,

baik yang berkaitan satu sama lain maupun -
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan —
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% —
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ——
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain -
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan —

sebagal berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ——
dihadiri oleh pemegang saham yang —-——
mewakili paling kurang 3/4 (tiga per —
empat) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pad
ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah ji
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per

empat) bagian dari seluruh saham dengar

hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak —

tercapai, RUPS kedua dapat diadakan —

Lgffgif~ketentuan RUPS kedua sah dan —
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berhak mengambil keputusan jika RUPS ——
dihadiri oleh pemegang saham yang ——————
mewakili paling kurang 2/3 (dua per ————
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham —

dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
empat) bagian dari seluruh saham dengan -

hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ——
kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf -
¢ Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga -
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ——-
ketiga sah dan berhak mengambil ———————
keputusan jika dihadiri oleh pemegang ——-
saham dari saham dengan hak suara yang —
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ——

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas -

Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-—
Presiden Direktur berhak dan berwenang —
bertindak untuk dan atas nama Direksi —-

serta mewakili Perserocan;

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun ——
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ——-
kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden
Direktur berhak dan berwenang bertindak -

untuk dan atas nama Direksi serta ———

mewakili Perseroan.
—
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W::“;;I%m hal Presiden Direktur dan Wakil —

Presiden Direktur tidak hadir atau ———
berhalangan karena sebab apapun juga, —
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada —
pihak ketiga, maka seorang anggota ———-
Direksi berhak dan berwenang bertindak -

untuk dan atas nama Direksi serta —————

mewakili Perseroan.
D Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUP
tidak menetapkan, pembagian tugas dan ————

wewenang anggota Direksi ditetapkan —————

perdasarkan keputusan Direksi.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, —
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepac
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nan
Perseroan melakukan perbuatan hukum tertent

sebagaimana yang diuraikan dalam surat ——

kuasa.
T Dalam hal anggota Direksi mempunyai bentur:
kepentingan dengan Perseroan, maka yang —

berhak mewakili Perseroan adalah: ——MMM—

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ——

mempunyal benturan kepentingan dengan

Perseroan;
lb. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh —-
anggota Direksi mempunyai benturan ——-

kepentingan dengan Perseroan; atau ——

l:i;“ﬁi?ak lain yang ditunjuk oleh RUPS, —
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dalam hal seluruh anggota Direksi atau —
Dewan Komisaris mempunyai benturan ——
kepentingan dengan Perseroan.—————————

RAPAT DIREKSI

Pasal 17.

1.

N

Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan
dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam ——

setiap bulan.

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ——
bersama Dewan Komisaris secara berkala ————
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)

bulan.

Direksi harus menjadwalkan rapat, ———m
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum —
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan ————
bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 —

(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.——

Dalam hal terdapat rapat yang
diselenggarakan di luar jadwal yang telah —
disusun, bahan rapat disampaikan kepada ————
peserta rapat paling lambat sebelum rapat —

diselenggarakan.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ——
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk

dan atas nama Direksi menurut ketentuan ——

Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat ——

infghffadakan bersama Dewan Komisaris ————
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disampaikan dengan surat tercatat atau ———
dengan surat yang disampaikan langsung ———
kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewar
Komisaris dengan mendapat tanda terima ——
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat —

diadakan, dengan tidak memperhitungkan ——

tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.———
\6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan —
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.—
l7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan .

Perseroan atau tempat kegiatan usaha

perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau —
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu ———
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direks
dapat diadakan di manapun juga dan berhak -
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden ————
Direktur, dalam hal Presiden Direktur tid:
dapat hadir atau berhalangan yang tidak —
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rap:
Direksi dipimpin oleh seorang anggota ———
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara

anggota Direksi yang hadir.

l9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dal
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -

lainnya berdasarkan surat kuasa.——————

\10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak —

lﬂfﬁgif?il keputusan yang mengikat apabila
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11.

‘12.

‘13.

-—-_'-_-_-_.-_.—

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh —

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili —

dalam rapat.
Keputusan Rapat Direksi harus diambil ———— -
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ————__
Apabila tidak tercapai maka keputusan ——
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) —

dari anggota Direksi yang hadir.

Apabila suara yang setuju dan yang tidak ———
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang —

akan menentukan.

a. Setiap anggota Direksi yang hadir———
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan —
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap —
anggota Direksi lain yang diwakilinya.——
‘b. Pemungutan suara mengenai diri orang ——
dilakukan dengan surat suara tertutup ——-
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ——
secara lisan, kecuali ketua rapat ———— —

menentukan lain tanpa ada keberatan dari

yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ——
dianggap tidak dikeluarkan secara sah —-
dan dianggap tidak ada serta tidak ————

dihitung dalam menentukan jumlah suara —

yang dikeluarkan.

L&f;ﬁqfflain penyelenggaraan Rapat Direksi ——————
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15.

le.

-

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga —————
dilakukan melalui media telekonferensi, ——
video konferensi atau melalui sarana media -
elektronik lainnya yang memungkinkan semua -
peserta Rapat Direksi saling melihat dan —

mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat —
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dar
ayat 14 Pasal ini harus dibuat secara ———
tertulis dan ditandatangani seluruh anggot:
Direksi yang hadir dan kemudian risalah ——
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh —

anggota Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaiman
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibua
secara tertulis dan ditandatangani seluruh
anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut —
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.:
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani -
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
15 Pasal ini, yang bersangkutan wajib ———
menyebutkan alasannya secara tertulis dala

surat tersendiri yang dilekatkan pada ——

risalah rapat. —
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ngi’#;;reksi dapat juga mengambil keputusan yang

sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan —
ketentuan semua anggota Direksi telah ————

diberitahu secara tertulis dan semua anggota

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan —————
menandatangani persetujuan tersebut. ——mm——

Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan —————

keputusan yang diambil dengan sah dalam ———

Rapat Direksi.

. DEWAN KOMISARIS

___ _pasal 18, ——mM88

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2
(dua) orang anggota Dewan Komisaris ————— ==
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya
disesuaikan dengan persyaratan dalam ———

peraturan perundang—undangan yang perlaku di

bidang Pasar MOdAL, ——r—ee—ee T
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota

Dewan Komisaris, maka seorandg diantaranya —

dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.—

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS —

untuk jangka waktu terhitung sejak ———
pengangkatannya sampai penutupan RUPS ——
tahunan kelima berikutnya dengan tidak ———

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ———

sewaktu-waktu.

LE;“__E?ng dapat diangkat sebagal anggota Dewan ——
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Komisaris adalah Warga Negara Indonesia ———
dan/atau Warga Negara Asing yang telah ———
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewar

Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan —

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lainnya.——M——
Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 9I
(sembilam puluh) hari setelah terjadinya ——
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan —

ketentuan perundang-undangan dan Anggaran —

Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -
anggota Komisaris yang berhenti atau ————
dihentikan dari jabatannya atau untuk ———
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangk
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota -

Komisaris lain yang menjabat.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ———
mengundurkan diri dari Jjabatannya dan waji
secara tertulis menyampaikan permohonan ——
pengunduran diri kepada Perseroan paling —

kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum ——

tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri ———

anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu

aling lambat 90 (sembilan puluh) hari —

1R2-A0s
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setelah diterimanya surat permohonan ———

pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris —— —
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ——
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ————
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat ———
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ———

Komisaris.

‘8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya —
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris

dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh ——

RUPS.

’9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir — —
apabila:
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat

5 dan ayat 6 Pasal ini;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan —————
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ———

peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan ——

RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

DEWAN KOMISARIS @

Pasal 19.

L. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas —
-h-—-—‘_‘—‘—‘—‘—'—
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e

kebijaksanaan pengurusan, jalannya ———————
pengurusan pada umumnya, baik mengenai ————
Perseroan maupun usaha Perseroan, serta ——
memberikan nasihat kepada Direksi.————
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan

tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh —

tanggung jawab dan kehati-hatian.
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan —
dan halaman atau tempat lain yang ——m———— -
dipergunakan atau yang dikuasai oleh ———
Persercan dan berhak memeriksa semua —————
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, —
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahu:
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -

Direksi.

Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris ——
berhak memperoleh penjelasan dari Direksi —

atau setiap anggota Direksi tentang segala

hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.—
Dalam rangka mendukung efektivitas —————
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1

di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk —
Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite ——
Nominasi serta komite lainnya sesuai denga

persyaratan yang diatur dalam peraturan ——-

Lgifgff?ng—undangan di bidang Pasar Modal. —
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Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan
remunerasi, maka fungsi nominasi dan —————
remunerasi yang diatur dalam Peraturan ———

Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh

Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris setiap waktu berhak —

memberhentikan untuk sementara seorang atau
lebih anggota Direksi, apabila anggota ———
Direksi tersebut bertindak bertentangan ———
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan —-—
perundang-undangan yang berlaku atau ————

merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau —

melalaikan kewajibannya.
Pemberhentian sementara itu harus —7m
diberitahukan secara tertulis kepada yang —

bersangkutan disertai alasannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 90 —7m—
(sembilan puluh) hari setelah tanggal ————
pemberhentian sementara, Dewan Komisaris ——
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut -—
atau menguatkan keputusan pemberhentian ————

sementara tersebut.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota ——
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan

untuk hadir guna membela diri.

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di ——
atas dipimpin oleh Presiden Komisaris dan —

apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal

tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
—‘_-—‘_'—'_‘-—-—
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10.

11.

-

lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya yang —————
ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

termaktub dalam Pasal 11.

Dengan lampaunya Jjangka waktu

penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang — ——
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS —
tidak dapat mengambil keputusan, maka ———
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksuc
pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.—m—

Apabila seluruh anggota Direksi

diberhentikan sementara dan Perseroan tidal
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka —
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikiar
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk —-——
memberikan kekuasaan sementara kepada ———
seorang atau lebih di antara mereka atas —
tanggungan mereka bersama, satu dan lain —
dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasa.

ini.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan -
Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, —

maka Dewan Komisaris berkewajiban:———

a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada —

RUPS mengenai rencana pengembangan —-——

Perseroan, laporan tahunan dan laporan -

—

berkala lainnya dari Direksi;
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I;;d7;;;;erikan pelaporan tentang tugas dan —

pengawasan yang telah dilakukan selama —
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS -
disertai dengan saran dan langkah —————
perbaikan yang harus ditempuh, apabila —

Perseroan menunjukan gejala kemunduran;—

c. Memberikan saran dan pendapat kepada ——
RUPS mengenai setiap persoalan lainnya —

vang dianggap penting bagi pengelolaan —

Perseroan;
d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran —
Perseroan yang disampaikan Direksi dalam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum tahun buku baru dimulai. —-
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran ———
Perseroan tidak disahkan dalam wakktu 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya ———
tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan -

Anggaran Perseroan tahun yang lampau ——

diberlakukan;

e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang -

ditentukan oleh RUPS;

f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;

g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai ——

kepemilikan sahamnya dan atau

keluarganya pada Perseroan dan pada ———

perusahaan lain.

RAPAT . DEWAN KOMISARIS

Pasal 20.
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TZTd“;;wan Komisaris wajib mengadakan rapat ——

B

paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) —

bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ——
bersama Direksi secara berkala paling kuran
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.———m—
Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, —
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum —
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan —-
bahan rapat kepada peserta paling lambat 5
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat rapat yang

diselenggarakan di luar jadwal yang telah -
disusun, bahan rapat disampaikan kepada ——-
peserta rapat paling lambat sebelum rapat -

diselenggarakan.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat

dilakukan setiap waktu apabila dipandang —

perlu:
a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan —

Komisaris;

b. Atas permintaan tertulis dari seorang —
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atat
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -
orang atau lebih pemegang saham yang —
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per —

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara.
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TE:FF—;;manggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan

oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden —
Komisaris berhalangan maka anggota Dewan —-—
Komisaris yang lain berhak melakukan —— ——
pemanggilan berdasarkan surat kuasa dari ——

Presiden Komisaris.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau —
rapat yang diadakan bersama Direksi ——————
disampaikan dengan surat tercatat atau ———
dengan surat yang disampaikan langsung —————
kepada setiap anggota Dewan Komisaris —————
dan/atau Direksi dengan mendapat tanda ———
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum —
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.-———

Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan —-—

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.——m—
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ——
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ——
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan —
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan —
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ———

dimanapun juga dan berhak mengambil —————

keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris ——

tidak dapat hadir atau berhalangan yang ———

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
-—‘_‘—‘—-—-—'—‘—-
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12.

{14.

-

1Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seoran

anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yan

hadir.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat apabila -
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -

diwakili dalam rapat.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ——

diambil berdasarkan musyawarah untuk ——m——

mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara -
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ——
(satu per dua) dari anggota Dewan Komisar:

yang hadir.

Bpabila suara yang setuju dan yang tidak —

setuju berimbang, ketua rapat Dewan —  ——-

Komisaris yang akan menentukan.
a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang —-—
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) sua:
dan tambahan 1 (satu) suara untuk seti:
anggota Dewan Komisaris lain yang ———

diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang —
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15.

16.

..—-—-""""-_._._

dilakukan dengan surat suara tertutup —-
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenail hal-hal lain dilakukan ——-
secara lisan, kecuali ketua rapat —————

menentukan lain tanpa ada keberatan dari

yang hadir;
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah —-
dianggap tidak dikeluarkan secara sah —-
dan dianggap tidak ada serta tidak ————

dihitung dalam menentukan jumlah suara ——

yang dikeluarkan.
Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini,
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan —
melalul media telekonferensi, video ——————
konferensi atau melalui sarana media ——
elektronik lainnya yang memungkinkan semua —
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat

dan mendengar secara langsung serta ——————

berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.—
Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ——
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada —
ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat ——
secara tertulis dan ditandatangani seluruh —
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ————
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ——

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat —

Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana
_-—-—‘—-—-—-—'—‘—-
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Wdimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibua
secara tertulis dan ditandatangani seluruh
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang —
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut —
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris

dan anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris
dan/atau anggota Direksi yang tidak ——————

menandatangani hasil rapat sebagaimana

dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang ———
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya —-

secara tertulis dalam surat tersendiri yar

dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua —
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu —
secara tertulis dan semua anggota Dewan —
Komisaris memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis dengan -
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demiki

mempunyai kekuatan yang sama dengan —

keputusan yang diambil dengan sah dalam —

Rapat Dewan Komisaris.

__RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang —-

1 ;
LEETEiE_juga anggaran tahunan Perseroan ——
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kepada Dewan Komisaris untuk mendapat —————

persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku —

baru.
‘2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga —
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ——-

baru.

‘3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1.
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ———

(tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku —

Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan —mWM——
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ——
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ———
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ———

tahunan.

Bis Persetujuan laporan tahunan, termasuk ———
pengesahan laporan keuangan tahunan serta —
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, ——
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ———

oleh RUPS.

G Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan ———
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar —————
berbahasa Indonesia dan berperedaran ———
nasional sesual dengan peraturan perundang——

undangan yang berlaku di bidang pasar ———

modal.

Lﬁ;::::?ENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —————
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Pasal 22.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buk
seperti tercantum dalam neraca dan

perhitungan laba rugi yang telah disahkan -
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara ——————

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS —

tersebut.
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahur
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugi:
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dal.

perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku

selanjutnya perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.-
Laba yang dibagikan sebagai dividen yang —
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun —
setelah disediakan untuk dibayarkan, ———
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang —-
khusus diperuntukkan untuk itu. —em——
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebu
dapat diambil oleh pemegang saham yang —-
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 —
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti —
haknya atas dividen tersebut yang dapat —

diterima‘oleh Direksi Perseroan. Dividen -

yang tidak diambil setelah lewat waktu 10
-—--_--_-“—-—-
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(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak ——

Perseroan.

4, Perseroan dapat membagikan dividen interim —
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuail

dengan peraturan perundang-undangan yang ———

berlaku.
PENGGUNAAN CADANGAN
_Pasal 23.
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ———

\ dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ——
\ persen) dari jumlah modal ditempatkan dan —
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh —

cadangan lain.

]2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah —
20% (dua puluh persen), RUPS dapat —————
memutuskan agar jumlah kelebihannya ——m7H—————
digunakan bagi keperluan Perseroan.-————————
!3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 —
Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ————
menutup kerugian dan kelebihan cadangan ———
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini —
yang penggunaannya belum ditentukan oleh ——
RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ——
setelah memperoleh persetujuan Dewan —————

p Komisaris dan memperhatikan peraturan ————

perundang-undangan agar memperoleh laba.——

l____“‘ KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 24.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatu:
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ———

RUPS.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:—
Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebaga

berikut:

a. Tuan ABDI ANDRE, sejumlah 611.392.500

(enam ratus sebelas juta tiga ratus sembila
puluh dua ribu lima ratus) saham atau denga
nilai nominal sebesar Rp.122.278.500.000,0
(seratus dua puluh dua miliar dua ratus —-
tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu —

Rupiah) ;

b. PT. CALORIE VIVA UTAMA, sejumlah
1.275.120.000 (satu miliar dua ratus tujuh
puluh lima juta seratus dua puluh ribu) —
saham atau dengan nilai nominal sebesar —
Rp.255.024.000.000,00 (dua ratus lima pulu
lima miliar dua puluh empat juta Rupiah);—
(34 UBS AG HONGKONG NON TREATY OMNIBUS, —
sejumlah 303.000.000 (tiga ratus tiga Jjute
saham atau dengan nilai nominal sebesar ——
Rp.60.600.000.000,00 (enam puluh miliar eni

ratus juta Rupiah);

cl. MASYARAKAT lainnya, sejumlah 810.487.500 —

(delapan ratus sepuluh juta empat ratus —

delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham
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————

atau dengan nilai nominal sebesar ——m—M————
Rp.162.097.500.000,00 (seratus enam puluh ——
dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ——

ratus ribu Rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 3.000.000.000 (tiga
miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya ——

sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar

Rupiah) .
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana ——
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan —
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/—
atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak —
substitusi untuk melakukan memohon persetujuan —

dan pemberitahuan tentang perubahan anggaran

dasar tersebut kepada pihak yang berwenang,

termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, —
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ——
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap

dimana perlu, membuat, suruh membuat dan —M
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan ——
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk ——

mencapai maksud tersebut, tidak ada yang ——M—

dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
h_-—.—‘—-—-_-—‘_‘—
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Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:
1. Nyonya JUSTICIA DHARA VEBBY AWUY, Sarjana —

Hukum, lahir di Jember, pada tanggal 7

(tujuh) Nopember 1987 (seribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh), Asisten Notaris,

bertempat tinggal di Jember, Perum Sumber —
Bendo C/56, Lingkungan Krajan, Rukun 7

Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan ——
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten -

Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengai

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3509194711870002, untuk sementara berada d

Jakarta;

2. Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di

Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas)
Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapa
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat
tinggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012,
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan —
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kart

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3171055611880002;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -

saya, Notaris.
L=’




—-——"—-_._-.—-.-_.—

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena
dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.——

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ———

sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.———
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